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ABSTIRAK

Prslon hat pementksaan perkarm pidana oleh penyvidlik, dimakswlkan wnnas
membuat terang tndak pudana, bemwal dan adanya penvelidikan oleh penvelidik, din
dilanjietkan dengan penvidikan oleh penvadik kemupdian penvidik melimpahkan berkas
perkara ke penuntut umree. olefr peauntut wnum Berkaian dengan pelaksanian protes
baik penvelidikan maupun penvidikan sebagaimana dimaksud. penvidi Polsek Dur
(Rizw) telah melaksanakan proses pepvelidikan sampar pervidikan, sesoal dengon
peratran Perundang-undangss ving bedaku vado (Undaeg-undang normor 3 b
98] tentang RUHAP) Dalam KUHAP tersebut relaly dirumuskan lentang fngas-tugas
dun wewenzng penvelidik dan penvidik varg dilakukan oleh penvidik ain dan pejabal
Pesawal Negn Sipil lestenms. Bertstik tolak dam tugas dan wewenang bak pads
penvelidik maupun penvidik, penuhs memihh jodaf Karnya dmiah dengan judul
“Pengheniion Penvidikon dalam mamian  fmdak pidaens pepcurtan of wildyal
frakiem Polsek Mandaw Durf | Rive | vang mana lalar belakang dan judul jersebat
vaitu: tidk  sepatnva penerapan hukum  lentang  dikeluarkannya sural penntal
perghentian penyidikan ferhadap pelaku tindak pidana (51 ) oleh Polsek Mumda D
(RIALY Dan latr belakane vang telab diromuskan digtasmaka dalam peromusan
masalah penulis akan membabas, perame bagaimanakah proses penanganan perkics
nndak pidana pencunan eleh pesvidik Pelsek Mandan Duors Raan, kedua apa alasan
penyvidik Polssk Mandaun menghentikan penyvidikan™ Dalam  usaha penclitian dan
pembahasan permasalahan vang dimemuskan, digunakan metode penebitian datam hab
mana melode pendekelan permasalaian digunakan pendekatan secara vuridis enipns
atau yvuridis sesiolegis vakni pendekatzn berdasarkan peda perteran perandang-
undanean kemudian dibubungkan dengan fakia vang penulis temui, dalam peselitian i
populasi dan sample adalal pihak-pihak terkail melalei wawancara dengan hapolsck
Mandau Duri (R1IALTL Dalam hal ind. sumber datanva diperoleh dan data sehusder dan
duta primer, dan dan data yasg diperolel tersebut dilakukan analisis secars kualiatt,
vakni dalwm benwk rangkaian o wrtan vane berbeotuk kalimat atiu kKata-kata
sehagai mambaran dan hasil penehoan dan pengolahan data Dan hasil penclilian dan
sembahasan vang telah dilakukannva proses penanganan peckara. vane dilekukan ofch
penyvidit Polsek Dun ( Riw | lelah berpedoman dengan ketentuan Llndany-undang
vang berlaku (KUHAPL sementars dalam pelaksanaan apa vang elah dimmoskan
ketenfuan tersebut, tdaklah begine nudah untul dilassanaken, kamae berbaga kendada
ditemui, sepertt terhadap penvidik sendin maupuen factor pendusung lamnya diluar din
penyichk.



BAL I

PENDAHULLAN

A, Latar Belakang Masalah

Dalam menegakkan suatu keadilan oleh aparat penegak hukum, tidak jarang
kia jumpai baik kekhilatan maupun kesalahan olel aparat penegak  hukum
(Femyidik) terutama dalam melakukan penyidikan suatn perkara tindak prdana
dalam wilayah hukum aparat itn masing-masing

Bahwa sesuai dengan judul “PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA
TINDAE PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK MANDIAL
LURD RIAUT, tidak repatnva penerapan hukum yang diberikan Olch Palsel:
Mandau yang telah memberikan Susat Penimab Penghentian Pervidikan (SP3)
lerhadap pelaku tndak pidana pencurian (pelaku s )

Apabila difihat dalam pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, ditepaskan bahwa
vang dischut dengan penyidik adalah “Pejabar Polisi Nepara Republik Indonesia
ataw Pejabat Pegawai Neperi Sipil tententu vang diben wowenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Sementara il yang  dimaksid  dengan  penvidikan sehapaimana
dimaksudkan dulam ketentwan diatas, ditegaskan dalam pasal | butir 2 KUHAP.
yakni “Seramgkaian tindakan penvidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam
Undang-Lindang ine untek mencani sena mengungkapkan bukii, yang dengan bukti
nu membusd terang tndak pidana vang terjadi dan funanya untuk menamukan

tersangkanya”
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Sudah jeluslah darl urafan diatas penyidik sangar berperan penuh dalam
sugtu penvidikan tmdak pidana, akan tetapi suaty penvidikan 1 bz terhent,
karena tidek adanya bukti vang cukup, dan peranan marsyarakat vang tidak ke
ambaif dalam membaniu suatu penyvidikan, vang mana peran masvarakat fugs sangai
periu dibarapkan ofch  penvidik untuk  tenmekapnva kasus kejshetan  dan
lerciptanya keadilan. ketentraman dan kedamatan, masvarakat vang skan memnjali
jauh dan terfundar dad aksi-aksi kejabatan, maka delam lingkungan masvarakan,
Rejahatan imlah vang akan mengancam setiap difi manusia 1A masvarakat e
endini tidak mempesdulikan ketentraman di lingkungannva sendic.

Lrisini penulis mencoba membalis tentang penghentian penyvichkan dan
persoalan vang menyangkot tugas dari Penyidik Kepalisian dan selulnmgan
dengan berkas perkara pidana. D dalam KIUTHAP kita dapati beberapa pasal vang
berhubungan dengan berkas perkara ini, tahap penyerahan berkas perkara disour
dalam pasal 8 avat 3 KUHAP yang berbunvi sebapa beriloul -

“Penyerahan berkas perkara dilakokan ¢
1 Pada tahap pertiama penyidik hanyva menverahkan
B Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penvidik menverahkan
fanggung jawab atas tersanpka dan barang bukti kepada pesuniut umum®,
seperti yang  dischutkan dalam  pasal (4 huruffb) KUHAP  vang
perpunyveMenpgadakan  prapenuntatan, bila ada kekurangan pada  penvidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 avat (3) dan (4) KUHAP dengan

memben petunpuk dalam rangka penvempumaan penvidikan oleh penvidik™
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BAB IV
PENUTUP

AL Kesimpulan

Beramak dar permasalahan dan hasil penelitian scrta pembabasan vang telah
dikemukakan pada uraian sebelumnya, ada beberapa hal vang dapat disimpulkan -

l | Proses penanganan perkara pidana pada Polsek Durn { Riau ), pada prinsipnya telah
sesual denpan ketentvan yang berlaky dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (EUHAP), hal imi terlihat dan hasil penelitian dan pembahasan vang dilakokan
penulis. Yang mana dan proses penangkapan sampai penyidikan telah sesual dengan
tata cara pelaksapaan penyvidikan, yaitu dar pemerikssan tersangka, pemeriksaaan
saksi-saksi, penverahan barang bukt, sampai dihentikan penyidikannve oleh penvidik
Polsek Mandau Duri {Riau), Dalam masa penyidikan, tersangka ditahan selama dua
bulan tanpa didampingi penasehat hukumnya, akan tetap, karna lamanva tersangka
ditahan, maka penvidik polsek mandauw menghentikan penyidikannva, Apasr tidak
nerlentanpgan sebagmmana Gatur dalam KUHAP, Namun tidak menutup kemuongkinan,
bahwa kasus tersebut akan dibuka kembali oleh Penyvidik Polsek mandau Duri jika
ditemukan [akta-fakta atau bukti-bukti baru (Movum) yang mengarah baik pada
tersangka wtama maopun pada tersanpgka kedua vang tertangkap tangan waktu
melakukan  transeks) pemjualan barang  hasil cunan dersebol, karna dibentikan
penyidikannya, maka. pada pelaku kedua si (B), hanva diwajibkan lapor dua kali dalam
semingay pada Palsek Mandaw Dune (Riaud agar tersangka tidak melarikan dine dan
menghtlangkan barang boki seswma dengan ketentuan Undang-undang vang berlaku

pada KITHAP.
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